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MEMUTUSKAN :

m - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK MENJADI PERATURAN DAERAH.

mana DIKTUM MENETAPKAN adalah

i Politi kursi di
bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan
upat p hasil Pemilu 2004, sesuai dengan

DPRD Kabupaten Batang - d
membantu kegiatan dan
kemampuan keuangan daerah, 9una5ekretariat Partai Politik.
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